BAB IV
PENUTUP
1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Independensi Bank Indonesia sebagai lembaga negara dalam sistem
ketatanegaran Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai Institusi
negara yang otonom memiliki kewenangan yang jelas berdasarkan Undang
undang yang mengaturnya. Namun Independensi yang diberikan kepada
Bank Indonesia tidaklah bersifat mutlak karena Bank Indonesia dalam
menjaga akuntabilitas publik dituntut harus mempertanggung jawabkan
segala kebijakannya secara terbuka kepada publik dan DPR, bahkan dapat

diintervensi oleh pemerintah guna kepentingan politik.

2. Hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga negara lainnya terkait fungsi dan
peran bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini
Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan
Pemerintah, DPR, BPK, dan pihak lainnya. Dalam hubungannya dengan
Pemerintah, kewenangan tersebut ditinjau dalamdari kewenangan yang
dimiliki masing-masing lembaga, yaitu bank Indonesia sebagai lembaga yang
melaksanakan kewenangan moneter dan Pemerintah sebagai lembaga yang
melaksanakan kewenangan fiskal. Hubungan Bank Indonesia dengan DPR,
setiap awal tahun anggaran Bank Indonesia menyampaikan informasi tertulis

mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan
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moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan
wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain
itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan
kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, Bank
Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.
Hubungan dengan lembaga otoritas lainnya (dalam hal ini hubungan dengan
Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (OJK), Koordinasi
BI-OJK dijalankan dalam kerangka Forum Koordinasi Makroprudensial-
Mikroprudensial (FKMM), sedangkan kerjasama dan koordinasi Bank
Indonesia dan LPS dilakukan dalam kerangka penjaminan dan resolusi bank.
Koordinasi ini dipayungi oleh suatu Keputusan Bersama atau Nota

Kesepahaman antar lembaga serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan
2. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat penulis dan kesimpulan

penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kedudukan Bank Indonesia diharapkan untuk tetap independen, karena
monetary policy (kebijakan moneter) yang dimiliki bank sentral merupakan
long-time horizon atau memiliki target jangka panjang, terutama mandat
menjaga stabilitas keuangan nasional. Independensi yang berkurang dari
Bank Sentral dapat juga memengaruhi persepsi kredibilitas terhadap Bank
Sentral. Maka diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur
organisasi bank sentral dan hubungan institusionalnya dengan pemerintah

serta menetapkan fungsi dan lingkup kewenangan bank sentral, dengan

UNIVERSITAS BUNG HATTA



2.

71

demikian ketentuan tersebut akan menjadi pelindung fungsional dan

operasional bagi bank sentral.

Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, walaupun
demikian, dalam pelaksanaan peranan tugas dan wewenangnya, Bank
Indonesia harus mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan
Pemerintah DPR, BPK, dan pihak lainnya agar terciptanya tata kelola yang

baik guna meningkatkan perekonomian yang baik secara keseluruhan.

UNIVERSITAS BUNG HATTA



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

Abdy Yuhana, 2007, Sisem Ketatanegaran di Indonesia Pasca Peubahan UUD
1945, Fokusmedia, Bandung

B. Miles, Metthew dan SA. Michael Hubermen, 1992, Analisa Data Kualitatif, Ul
Press, Jakarta

Herlan Firmansyah, 2014, Muatan Kebanksentralan. Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan, Jakarta.

Hendra Nurtjahjo dkk, 2002, Eksistensi Bank Sentral dalam Berbagai Konstitusi di
Berbagai Negara

Jimly Asshiddigie, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan
Pelaksanaannya di Indonesia

, 2004, Menjaga Denyut Nadi Konstitusi Refleksi Satu Tahun
Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Perss, Jakarta.

, 2004, “Perkembangan Ketatanegaraan Pasca perubahan UUD
1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, Konstitusi Pers,
Jakarta

, 2006 Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi, Sekretariat MK RI, Jakarta

, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid Il, Konstitusi
Press, Jakarta

Moh Mahfud, 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi,
Rineka Cipta, Jakarta

Maqdir Ismail, 2005, Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum,
Navila Idea, Yogyakarta

UNIVERSITAS BUNG HATTA



Nindyo Pramono, 2010 “Implikasi landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam
Sistem Ketatanegaraan, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,
ISSN, 1693 — 3205, September 2010

Ni’matul Huda, 2016, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Pustaka Belajar,
Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta

Soedradjad Djiwandono, dkk, 2005 Sejarah Bank Indonesia Periode Il: 1959-1966,
Bank Indonesia Pada Masa Ekonomi Terpimpin, Bank Indonesia: Jakarta,

, 2006, Sejarah Bank
Indonesia Periode 1V: 1966-1983, 2006, Bank Indonesia pada Masa Stabilisasi,
Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonom,, Bank Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali,
Jakarta

, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (Ul-

Press), Jakarta

dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta

Thamrin Abdulllah dan Francis Tantri, 2012, Bank dan Lembaga Keuangan Bank,
Rajawali Press, Jakarta

Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta

Zulfi Diane Zaini, 2012, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank
Bermasalah, Keni Media, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

UNIVERSITAS BUNG HATTA



Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)"

WEBSITE :

Daulahalfarisi.blogspot.co.id/2009/06/kedudukan-bank-indonesia-dalam-
susunan.html#_ftnrefl, diakses tanggal 28 Januari 2022

https://www.coursehero.com/file/44012204/stgah-jadidocx/  diakses tanggal 29
Januari 2022 Pukul 22:00 WIB

https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/governance/structure.aspx, diakses tanggal
22 Maret 2022, Pukul 23 : 3 WIB

Kamus orisinil, dikutip pada http://Kamus.orisinil.com/english-indonesia/independent,
diakses tanggal 20 feFbruari 2022 pukul 20:00 wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia, dikutip pada http ://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php,
diakses tanggal 20 Februari 2022 pukul 22:25 wib

https://123dok.com/article/pengertian-independensi-bank-sentral-independensi-bank-
indonesia.q75ldgrz, diakses 22 Juli 2022, pukul 22:00 Wib.

UNIVERSITAS BUNG HATTA


https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx
https://www.coursehero.com/file/44012204/stgah-jadidocx/
https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/governance/structure.aspx,
http://kamus.orisinil.com/english-indonesia/independent
https://123dok.com/article/pengertian-independensi-bank-sentral-independensi-bank-indonesia.q75ldgrz
https://123dok.com/article/pengertian-independensi-bank-sentral-independensi-bank-indonesia.q75ldgrz

